GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25V [(&0/2022
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 402/KEP/2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA

Menimbang

Mengingat

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa memperhatikan Surat Kepala Balai Pelatihan
Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 821/03840
tentang usulan perubahan bendahara Tahun Anggaran 2022,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan
Kelima Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 402/KEP/2021 tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 827);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 402/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 221/KEP/2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 402/KEP/2021 tentang Penunjukan Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun

Anggaran 2022;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

: Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 402/KEP/2021
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara dan Bendahara

Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan

tentang Penunjukan
Pengeluaran

Pengeluaran

Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022,

pada Lampiran Nomor 2 (dua) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Bendahara
Bidang
5 Urusan
| Pemerintah |Penerimaan| Penerimaan Pengeluaran| Pengeluaran
Daerah Pembantu Pembantu
2. | Dinas Pratiwi lka Dian
Kesehatan Noviarti, SKM Yuniarti, A.Md.Kep
e NIP. 19931102 NIP. 19840604
Selafifian 202012 2 012 200604 2 007
Kesehatan
(BaPelKes)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal { SEVTEMBER 2022

GUBERNUR




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Direktur BPD DIY;

Inspektur DIY;

Kepala Bappeda DIY;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY;
Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY; dan

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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